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Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksekusi terhadap jaminan
Hipotik yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara sebagai Bank Pemerintah dalam prakteknyadi dunia
perbankan dengan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Dalam penulisan skripsi ini, metode
penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pasal 24 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, mensyaratkan adanya jaminan
pada setiap pemberian kredit yang dilakukan pihak Bank. Jaminan tersebut dapat berupa Hipotik,
Credietverband, Gadai dan Fiducia. Tanah-tanah yang dapat dijadikan jaminan adal ah tanah hak milik, hak
guna usaha dan hak guna bangunan. Dalam hal ini, Bank Tabungan Negara selaku kreditur memilih Hipotik
sebagai bentuk pengikatan jaminan untuk Kredit Pemilikan Rumahnya. Untuk mencegah adanya debitur
yang cidera janji, terutama karenatidak membayar angsuran bulanan dan karena debitur terlambat
melakukan pembayaran angsuran bulanan alau penunggakan-penunggakan pembayaran angsuran bulanan,
maka pihak kreditur mengharuskan adanya Surat. Kuasa memasang Hipotik. Pemasangan Hipotik dalam
bentuk Surat. Kuasaini dilihat dari kepentingan Bank mengandung resiko yang besar antara lainnyaitu jika
debitur ciderajanji dengan adanya tunggakan angsuran. Pendaftaran Hipotik hanya dilakukan bila perlu,
yaitu jika debitur menunjukkan gejala cidera janji. Untuk dapat menyel esaikan tunggakan angsuran Kredit.
Pemilikan Rumah dengan baik, maka Bank Tabungan Negara melakukan pelbagai upaya hukum. yakni
dengan pembinaan debitur dan penyelamatan kredit dalam pel aksanaan Perjanjian KPR-BTN, data serta
sistem yang mendukung penyel esaian tunggakan angsuran KPR-BTN. Penjadwalan Ulang tunggakan dan
angsuran KPR-BTN, pelaksanaan denda tunggakan, alih debitur KPR-BTN, dan pemberkasan BUPLN.
ApabilaBTN tidak dapat menyelesaikan kredit macet secaraintern sebagai upaya hukum terakhir BTN
menyerahkan pengurusan piutang macet sama sekali tersebut dalam bentuk penyerahan pengurusan
tunggakan angsuran KPR-BTN kepada BUPLN yang merupakan wakil dari BTN yang dapat. melakukan
eksekusi terhadap Jaminan Hipotik.
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